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11. MAULLANA TEGAR BAGASKARA

12. MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI

Seluruhnya adalah Advokat dan/ atau Asisten Advokat pada VISI LAW OFFICE yang 

memilih domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta 

Selatan, 12310, Nomor Telepon 08119701020, email: info@visilawof.fice.com. 

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------PEMOHON. 

Terhadap: 

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar beralamatkan di Jalan Perumnas Raya, 

Manggala, Kee. Manggala, Kata Makassar, Sulawesi Selatan, 90234 Selanjutnya 

disebut sebagai -------------------------------------------TERMOHON. 

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan W akil Walikota Makassar, berdasarkan 

Surat Keputusan KPU Kata Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kata Makassar tertanggal 6 Desember 

2024 pukul 20.00 WITA [BUKTI P-3]. Selanjutnya disebut sebagai -------------------

-----------------------------------------OBJEK PERSELISIHAN. 

I. PENDAHULUAN PERMOHONAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak termasuk pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar tanggal 27 November 2024 

merupakan bagian dari agenda politik strategis nasional, dalam rangka 

membangun iklim demokrasi yang melibatkan partisipasi setiap warga negara 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Melalui pemilihan kepala daerah diharapkan lahir pemimpin daerah 

terbaik, cakap dan berkualitas melalui mekanisme kontestasi dan dipilih 

langsung oleh rakyat secara bebas, jujur dan adil. Dalam konteks tersebut, 

Pemilihan Kepala Daerah harus dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan 

dilaksanakan secara demokratis sebagaimana juga mestinya tercerrn.in 

selama proses pemilihan sampai dengan ditetapkannya kepala daerah. 
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Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar, tercatat jumlah 

penduduk kota Makassar adalah 1.464.640 dengan jumlah Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) sebanyak 1.037.164. Pemilihan kepala daerah dilakukan 

terhadap 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yaitu: 

pasangan calon nomor urut (1) atas nama Munafri Arifuddin dan Aliyah 

Mustika, pasangan calon nomor urut (2) atas nama Andi Seto Gadhista Asapa 

dan Rezki Mulfiati Lutfi, pasangan calon nomor urut (3) atas nama Indira 

Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Ari, dan pasangan calon nomor urut (4) atas 

nama Muhammad Amri Arsyid dan Abd. Rahman Banda. 

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah 

menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 

Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, di mana telah 

ditetapkan pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara terbanyak 

319.112 (tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua belas), sedangkan 

pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara 162.427 (seratus enam 

puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh), pasangan calon nomor urut 3 

dengan perolehan suara 81.405 (delapan puluh satu ribu empat ratus lima), 

dan pasangan calon nomor urut 4 dengan perolehan suara 20.24 7 (dua puluh 

ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara. 

Ironisnya, di tengah harapan masyarakat dalam kontestasi pemilihan 

kepala daerah kota Makassar yang demokratis, telah ditemukan berbagai 

dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan 

masif (TSM) yang diduga melibatkan Termot. on beserta jajarannya. 

Kecurangan tersebut dapat dilacak dengan adanya anomali sebaran 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS. Anomali ini ditandai dengan banyak 

sekali para pemilih yang berada dalam satu kartu keluarga (KK) namun 

memilih pada TPS yang berbeda-beda. Ironisnya lagi sejumlah bukti-bukti 

yang diajukan pemohon telah secara terang menunjukkan sejumlah 

pemilih "direlokasi" sebagai pemilih pada TPS yang jauh dari alamat KTP 

yang bersangkutan. Pada saat yang sama, Surat Pemberitahuan 

Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C6) tidak disebarkan meluas 

kepada pemilih. Turunnya angka partisipasi tersebut menjadi peluang 

melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan pemilih 
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siluman yang dapat dilacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir 

di TPS yang terse bar secara massif di Kota Makassar. 

Lemahnya penegakan hukum pemilu (electoral justice) turut menjadi 

sorotan. Berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran TSM tidak dapat 

dicegah dan ditindak oleh Termohon beserta jajarannya. Padahal Termohon 

beserta jajarannya dituntut, dan memang semestinya menghindari bias 

politik, bersikap independen, imparsial, dan profesional dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 

Berbagai kecurangan dan pelanggaran tersebut, selain telah 

merugikan Pemohon karena hilangnya suara sebagai pasangan calon yang 

seharusnya terpilih, merugikan masyarakat pemilih yang mendukung 

Pemohon dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar, 

juga secara nyata merupakan pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan 

pemilu yakni: prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, 

terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana 

diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. Perlu dicatat bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya tidak 

membedakan prinsip-prinsip dalam rezim Pemilu dengan Pilkada. 

Demikian pula kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, telah 

bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam International Electoral 

Standards Guidelines for Reviewing the Legal Frameworks of Election 

(International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), hlm. 42): 

"The functioning of the EMB should not be subject to the direction of any 

other person, authority or political party. It must function without 

political favouritism or bias. The EMB must be able to operate free of 

interference, simply because any allegation of manipulation, perception 

of bias or alleged interference will have a direct impact not only on the 

credibility of the body in charge but on the entire election process." 

Selanjutnya, dengan berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan 

yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam posita permohonan ini, maka 

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar penetapan hasil 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pemilihan tahun 2024 

sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 
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Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan 

procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan 

substansial". Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa 

substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum; 

c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013,

hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan bahwa,

" .. . Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal

konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan

keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam

menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara

secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau

dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum

yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum

yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih

dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses

Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka

pada akhimya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran

atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka

Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman

hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja

Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh

dari .filoso.fi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil

Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya

pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum

karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan

KPU dan KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kata harus segera menetapkan

hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh

Undang-Undang;

d. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-

210 /PHPU .D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada

Tangerang Sebtan, hlm.271), Mahkamah menyatakan bahwa, " .... 

Pihak terkait telah temyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan 

mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/ RW yang 

dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan 
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kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap 

para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi 

pemenangan Pi.hak Terkait tersebut"; 

11.Bahwa seluruh proses Pilkada Kota Makassar bertentangan dengan asas

Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan

Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh dan ditetapkan oleh

Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat

yang genuine, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

12.Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya,

Mahkamah menunda pemberlakuan dan/ atau memeriksa ketentuan

"ambang batas" Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok

permohonan, dalam hal terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai

demokrasi dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal

tersebut tercermin antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor

39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal

19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021

tertanggal 22 Maret 2021.

13.Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum

sebagai Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala

Daerah ini, di mana Pemohon merupakan calon Walikota dan Wakil Walikota

Makassar yang telah mengalami kerugian konstitusional karena telah

dirugikan akibat tindakan kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Makassar di mana penghitungan dan penetapan

suara yang dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor

2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 didasarkan

atas hasil penghitungan suara yang tidak sah.
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Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon akan uraikan lebih jauh 

dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara 

terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Makassar tahun 2024. 

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU 

Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024, dan 

selanjutnya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon 

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS pada seluruh 

Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar. 

Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu RI, potensi manipulasi suara paling 

besar terjadi saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan PPK. 

Hal itu disebabkan banyaknya hasil perolehan suara yang harus 

direkapitulasi dari setiap tern pat pemungutan suara (TPS) 

(https:/ /www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/25/rekapitulasi-suara-di

kecamatan-rawan-terjadi-kecurangan) 

Namun dengan adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), proses 

kecurangan pada tingkat PPK relatif berkurang. Alhasil kecurangan justru 

bergeser kepada hal yang lebih teknis dengan melibatkan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terafiliasi pada pasangan 

calon tertentu. Sehingga anak tangga kecurangan dalam Pilkada Kota 

Makassar saat ini terjadi pada "jenjang penyelenggaraan yang paling rendah" 

Bahwa telah terjadi kecurangan yang diduga dilakukan oleh Termohon dan 

Jajarannya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan modus: 

a. Termohon beserta jajarannya secara terstruktur dan sistematis

menghambat Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dengan

cara:

i. Termohon dan jajarannya menyulitkan Pemilih dengan

menentukan Tempat Pemilihan Suara yang berjauhan dari
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Pola kecurangan Termohon beserta jajarannya yang bersifat terstruktur, 

sistematis dan masif yang disampaikan oleh Pemohon, secara sederhana 

dapat tergambar pada gambar di atas. Selanjutnya, akan Pemohon 

menguraikan pokok permohonan lebih lanjut sebagai berikut: 

A. TERMOHON DAN JAJARANNYA SECARA TERSTRUKTUR DAN

SISTEMATIS MENGHAMBAT PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN

HAK PILIHNY A

1. Bahwa salah satu hak konstitusional dan hak asasi dari suatu

warga negara adalah hak untuk memilih (right to vote). Hak

tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun

konvensi internasional. Sehingga seluruh perbuatan dari

negara yang sifatnya menghambat pemenuhan hak untuk

memilih, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga

negara. Sebaliknya negara memiliki kewajiban untuk

melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi hak asasi warga

negaranya;

2. Bahwa salah satu pengejawantahan kewajiban negara untuk

melindungi, memfasilitasi dan memenuhi hak warga negara untuk

memilih, diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang pada

prinsipnya adalah untuk memfasilitasi dan memudahkan

masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk juga

berpartisipasi dalam demokrasi di tingkat lokal;

3. Bahwa Termohon dan jajarannya, merupakan lembaga negara

yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk

menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah, dalam hal ini

Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota

Makassar tahun 2024 secara demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

4. Bahwa terdapat temuan-temuan yang menunjukkan Termohon

dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya, tidak bersikap

independen dan profesional. Temuan-temuan ini antara lain:

Halaman 1 7 dari 84 







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. 

disampaikan dan dikonfirmasi oleh beberapa 

pernyataan berikut: 

i. Keterangan sdri. Darmawati selaku Petugas

KPPS pada TPS, Kapasa Raya,

Tamalanrea [BUKTI P-10];

ii. Surat Pernyataan Muh. Nur Arif Aqsa

[BUKTI P-11]; Surat Pernyataan Nancy

[BUKTI P-12]; dan Surat Pernyataan Dewi

Ratna [BUKTI P-13]

b. Pemilih ditetapkan memilih oleh Termohon dan

jajarannya, pada TPS yang berada di Kecamatan

atau Kelurahan yang berbeda dari alamat domisili

ataupun alamat berdasarkan KTPnya.

Hal ini dapat ditemukan sebagaimana pernyataan

pemilih merujuk pada BUKTI P-12 serta

pernyataan dari KPPS merujuk pada BUKTI P-10

Bahwa hal tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari 

kewenangan dan tugas dari Termohon dan jajarannya, 

yang berwenang, bertugas, dan memiliki akses informasi 

yang dibutuhkan untuk menyusun dan menetapkan 

Daftar Pemilih hingga ditetapkan Daftar Pemilih Tetap. 

Namun demikian, Termohon dan jajarannya wajib 

berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU 

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota yang menyebutkan, 

"(1) Penyusunan Daftar Pemilih dalam 

penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada 

prinsip: a. komprehensif; b. inklusif; c. akurat; d. 

Mutakhir; e. Terbuka; f responsif; g. Partisipatif; h 

Akuntabel; i. perlindungan data pribadi; dan j. 

accessible. 
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4. Bahwa faktanya, Termohon sebagai penyelenggara

pemilihan yang seharusnya menjalankan perannya

untuk memfasilitasi, memenuhi serta memudahkan

Pemilih dengan berpedoman pada prinsip-prinsip di atas,

justru Termohon dan jajarannya secara jelas melanggar

ketentuannya sendiri, yakni kewajiban untuk

memperhatikan kemudahan Pemilih ke TPS dan tidak

memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS

yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2)

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang

menyatakan:

"Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 

membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 

600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan: a. 

tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama 

lain; b. kemudahan Pemilih ke TPS; c. tidak 

memisahkan Pemilih dalam 1 (satu} keluarga 

pada TPS yang berbeda; d. aspek geografis 

setempat" 

5. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada

Putusan No. 102/PUU-VIl/2009 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa sebagai hak konstitusional warga

negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau

dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur

administratif apapun yang mempersulit warga negara

untuk menggunakan haknya (vide Putusan 102/PUU

VII/ 2009 Hal. 15).

6. Bahwa lebih lanjut pada Putusan Nomor 104/PHP.BUP

XIX/2021 dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali,
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Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa 

hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara 

yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi 

tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan 

hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, 

antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara 

bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya; 

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan

dari jajaran Termohon dengan menentukan TPS Pemilih

yang berjauhan dari alamat Pemilih, menempatkan

pemilih dalam satu rumah/ satu kartu keluarga pada TPS

yang berbeda merupakan tindakan Termohon yang

menyebabkan pemilih dihambat hak pilihnya dan

berpotensi kehilangan hak pilihnya dan merugikan

Pemohon;

A.2 Termohon Beserta Jajarannya Secara Sistematis 

Membatasi Partisipasi Pemilih Dengan Menahan dan/ a tau 

Tidak Melakukan Distribusi Sebagian Formulir C6 Kepada 

Pemilih 

1. Bahwa antusiasme serta partisipasi Pemilih merupakan

salah satu bentuk keberhasilan terlaksananya pesta

demokrasi lokal. Partisipasi Pemilih dapat diukur dari

sejauh mana Pemilih memiliki informasi dan mengakses

Pemungutan Suara dalam kontestasi Pilkada;

2. Bahwa untuk memastikan terlaksananya partisipasi

pemilih maka dilakukan melalui distribusi Formulir

Model C6 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara

("Formulir C6") kepada Pemilih, dengan Formulir C6

Pemilih mendapatkan informasi pemilihan kepala daerah

yang dalam perkara a quo adalah Pilkada Kota Makassar.

Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya

penyelenggara dalam memastikan dan mendorong

Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih

(right to vote). Sebaliknya, dengan tidak disampaikannya
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Walikota, "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 

mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu 

pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih 

di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari 

sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara ... 

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan 

surat pemberitahuan pemungutan suara kepada 

Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 

di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga} Hari 

sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara 

menggunakan formulir MODEL 

C.PEMBERITAHUAN-KWK;

4. Selain itu, pada saat Termohon dan jajarannya

mendistribusikan Formulir C6, Termohon harus

memastikan jika Identitas Pemilih serta Alamat tinggal

Pemilih telah sesuai antara DPT dengan KTP Pemilih (vide

Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan

dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan W akil W alikota);

5. Faktanya pendistribusian Formulir C6 oleh Termohon

kepada Pemilih tidak dilakukan sebagaimana

ketentuan serta pedoman yang telah ditentukan.

Fakta tersebut dibuktikan berdasarkan informasi atau

keterangan yang disampaikan oleh saksi pada Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Makassar kepada Pemohon.

Kemudian Pemohon mengambil sejumlah kesaksian dari

beberapa KPPS pada sejumlah TPS di Kata Makassar

yang membuktikan bahwa Formulir C6 tidak

terdistribusi dengan tuntas kepada Pemilih. Pada

pokoknya, keterangan yang diterima oleh Pemohon

menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
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a. KPPS sengaja tidak memberikan Formulir C6

kepada Pemilih, karena Ketua KPPS terindikasi

merupakan Tim Sukses Pasangan Calon tertentu;

b. Jajaran Termohon dengan sengaja tidak

mencantumkan informasi alamat pemilih secara

akurat dan lengkap, sehingga menyebabkan KPPS

mengalami kesulitan untuk mendistribusikan

Formulir C6. Oleh karena itu, KPPS hanya mampu

mendistribusikan Formulir C6 kurang lebih

sebanyak 60%, merujuk pada BUKTI P-9, BUKTI

P-11, BUKTI P-14, BUKTI P-15, BUKTI P-16 dan

BUKTI-17; 

c. KPPS hanya diberikan waktu kurang dari 3 (tiga)

hari untuk mendistribusikan Formulir C6 kepada

Pemilih;

d. KPPS baru mendapatkan informasi mengenai

alamat dari Pemilih di 1 (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara; [BUKTI P-13]

6. Bahwa dari serangkaian persoalan di atas, menyebabkan

Pemilih tidak mendapat Formulir C6, sebagaimana yang

dialami oleh salah satu Pemilih, yang juga melihat

banyak warga di RW 004 Ujung Pandang Baru tidak

mendapat Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara C6;

[BUKTI P-18]

7. Bahwa selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh

salah satu masyarakat di salah satu kelurahan Kota

Makassar atas nama Zulfikar (sebagaimana uraian dalam

Bukti P-7), KPPS tidak memberikan Formulir C6 kepada

Pemilih, padahal diketahui KPPS memberikan Formulir

C6 kepada salah satu anggota keluarganya yang tinggal

di kediaman yang sama dengan Pemilih;

8. Bahwa apabila memperhatikan jumlah total rata-rata

Formulir C6 yang tidak didistribusikan pada masing-
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masing TPS berdasarkan bukti-bukti pendukung di atas, 

maka berdasarkan perhitungan, rata-rata terdapat 

kurang lebih sebanyak 40% dari masing-masingjumlah 

Pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak 

mendapatkan Formulir C6. 

9. Bahwa tidak terdistribusinya Formulir C6 kepada Pemilih

dengan tuntas, berdampak signifikan dalam rendahnya

angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan di Kata

Makassar tahun 2024, dimana hampir setengah Pemilik

Hak suara tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut

sebagaimana keterangan petugas KPPS yang termaktub

dalam Bukti surat berupa pernyataan;

10.Jika dilacak dari dari total 1.037.164 orang yang

terdaftar dari DPT, kurang lebih terdapat 439.415

Pemilih yang tidak menggunakan haknya, dengan

demikian, terdapat hampir 50% Pemilih yang

tercantum dalam DPT tidak berpartisipasi dalam

Pemilihan; [BUKTI P-19]

11. Bahwa tindakan Termohon dan jajarannya yang secara 

terstruktur dan sistematis ini, jelas telah merugikan 

Pemohon selaku Paslon yang kehilangan kesempatan 

untuk dapat dipilih (right to be voted) oleh setidak

tidaknya hampir setengah jumlah dari Pemilih DPT 

potensial yang dapat memberikan hak suaranya kepada 

Pemohon; 

12.Bahwa selain merugikan Pemohon selaku Pasangan

Calon telah menghilangkan hak untuk dipilih oleh

setengah jumlah Pemilih dalam DPT, upaya Termohon

dan jajarannya yang menahan dan tidak 

mendistribusikan Formulir C6 secara tuntas, 

menyebabkan Para Pemilih tidak mendapatkan informasi 

secara utuh mengenai mengenai Pemungutan Suara 

Pemilihan Walikota dan W akil W alikota Kata Makassar 

tahun 2024, dan untuk dapat menggunakan hak 
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konstitusional dan hak asasinya untuk memilih secara 

optimal; 

13.Apabila Termohon melakukan tugasnya sebagaimana

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

dan dengan memperhatikan prinsip serta pedoman yang

berlaku, maka tidak mungkin partisipasi Pemilih dalam

perayaan pesta demokrasi ditingkat lokal menjadi

rendah;

14.Berdasarkan uraian-uraian tersebut, perbuatan

Termohon yang secara terstruktur dan sistematis di atas,

jelas telah merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon

yang berkontestasi dan membutuhkan dukungan dan

partisipasi Pemilih sebanyak-banyaknya, serta lebih jauh

merugikan Pemilih yang tidak terinformasi mengenai hak

konstitusionalnya untuk memilih.

Berdasarkan uraian-uraian di atas ini, rangkaian perbuatan Termohon 

yang menghambat dan menyulitkan Pemilih untuk mendapatkan dan 

menunaikan haknya untuk memilih yang berakibat pada turunnya 

angka partisipasi Pemilih. Dalam batas penalaran yang wajar, 

Termohon dengan jajarannya diduga telah melakukan penyaringan 

(screening) penyebaran Formulir C.6 agar tidak didistribusikan 

secara meluas khususnya kepada para pemilih potensial Pasangan 

Calon Pemohon. Selain itu turunnya angka partisipasi Pemilih ini 

menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus 

adanya dugaan 'pemilih siluman' yang terlacak dengan tanda tangan 

palsu dalam daftar hadir di TPS, dan bermuara pada hasil Pemilihan 

yang tidak legitimate dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. 

B. MANIPULASI KEHADIRAN PEMILIH SECARA TERSTRUKTUR,

SISTEMATIS DAN MASIF MELALUI TANDA TANGAN PALSU

(FIKTIF) DI DHPT

1. Mahkamah Konstitusi menilai salah satu titik permasalahan dalam

pemilu adalah pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang

dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.

Halarnar:; 27 dari 84 



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(https:/ /www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id= 18990&me 

nu=2 ). Dalam batas penalaran yang wajar, kecurangan akan 

terjadi jika surat undangan tidak terdistribusi secara benar, 

sehingga sampai kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Pemilih 

siluman tersebut selanjutnya akan memberikan tanda tangan 

palsu dalam daftar kehadirannya. 

2. Bahwa Pemohon menemukan adanya pola manipulasi kehadiran

pemilih sehingga berpotensi adanya daftar pemilih "siluman" di TPS

Kota Makassar secara massif. Hal ini ditemukan dari adanya

dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan pada daftar

hadir dari Pemilih pada pemilihan W alikota dan W akil W alikota

Kota Makassar tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 yang

lalu. Dugaan pemalsuan tanda tangan ini pada formulir daftar

hadir ini dapat teridentifikasi dari:

a. Perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar

Hadir Pemilih Tetap (DHPT);

b. Pengakuan dari Petugas KPPS menyatakan bahwa KPPS

sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih

tetap;

c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak

diminta menandatangani daftar hadir Pemilih Tetap;

d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua

nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar

Hadir Pemilih Tetap;

3. Bahwa dengan seluruh keterbatasan waktu yang dihadapi oleh

Pemohon, setidak-tidaknya Pemohon menemukan banyak

manipulasi daftar hadir, yang ditemukan dengan persebaran

secara merata, konsisten dan masif. Pemohon mencermati adanya

manipulasi daftar hadir dalam bentuk tanda tangan fiktif dengan

cara membandingkan tanda tangan Pemilih pada DHPT di TPS-TPS

dengan tanda tangan pada Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pemilih, pada 32 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar,

dengan rincian pada tabulasi di bawah ini:
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1. KECAMATAN TALLO

- a. KELURAHAN KALUKU BODOA-TPS 013 [BUKTI P-20]

-

-

- 1. TPS 013, ADRIANA 18 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU MAWAR ANTARA TANDA TANGAN DI 

-
BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

-
SAMA 

2. TPS 013, AFHITA 22 TERDAPAT PERBEDAAN 

- KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

- 3. TPS 013, AGO 23 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

-
BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

-
SAMA 

4. TPS 013, AMBO NAI 35 TERDAPAT PERBEDAAN 

-
KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

-
DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

- 5. TPS 013, AMINAH 38 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

-
SAMA 

6. TPS 013, ANDI FITRIANI 44 TERDAPAT PERBEDAAN 

-
KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

-
DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

-
7. TPS 013, ANDI NASRUM 51 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 
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BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

8. TPS 013, ANDRI 55 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU GUNAWAN ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

9. TPS 013, ASRI AHMAD 79 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

10. TPS 013, ASTINA 82 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

11. TPS 013, BAYA 88 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

12. TPS 013, BUNGA 95 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

13. TPS 013, CAYA 96 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 

14. TPS 013, DAHNIAR 100 TERDAPAT PERBEDAAN 

KALUKU ANTARA TANDA TANGAN DI 

BODOA DAFTAR HADIR PEMILIH 

TALLO DENGAN TANDA TANGAN 

DI KTP PADA ORANG YANG 

SAMA 
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dengan benar yang pada akhimya menyebabkan adanya 

Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah 

sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh 

penyelenggara Pilkada di Kata Banjarmasin, khususnya di 3 

(tiga} kelurahan sebagaimana tersebut di atas . 

. . . Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a 

quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah 

melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah 

tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam 

persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah 

berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para 

Pemilih yang datang ke TPS dan jug a mensosialisasikan kepada 

masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan 

C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukan

KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap

dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS

dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT

sehingga terjamin akurasinya."

12.Bahwa berdasarkan konstruksi di atas, formulir daftar hadir

merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai alat verifikasi

bagi Termohon dan jajarannya untuk memastikan Pemilih hadir ke

TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga dalam hal

terdapat dugaan pemalsuan pada tanda tangan daftar hadir, selain

perbuatan tersebut terkategori sebagai perbuatan pidana, terdapat

konsekuensi pelanggaran berakibat tidak dapat dipastikan,

apakah suara yang terhitung pada pemungutan suara di setiap

TPS, adalah suara Pemilih yang legitimate dan bukan penggunaan

hak pilih Pemilih oleh pihak lain yang tidak sah dan berhak.

Terlebih dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar

hadir ini terjadi secara konsisten, merata dan masif pada Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kata Makassar tahun 2024;

13.Bahwa Mahkamah dalam putusannya yang terdahulu, pernah

mengadili peristiwa serupa mengenai adanya dugaan pemalsuan

tanda tangan pada daftar hadir di salah satu TPS, dan karenanya

memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS

tersebut. Mahkamah dalam pertimbangannya menyampaikan,

pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan

pelanggaran serius, yang apabila dikaji lebih dalam, telah
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mencederai asas pemilu yang jujur dan adil, berdasarkan Pasal 2 

UU PILKADA dan amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, 

14.Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 16/PHP.BUP-XIX/2021

hlm. 214), " ... Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum terse but di atas,

menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan

sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan

karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon

dalam persidangan [vide bukti T-029]. Akan tetapi menurut

Mahkamah, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi

negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya

melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan

tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah menciderai

asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU

10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E

ayat ( 1) UUD 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil setiap lima tahun sekali" karena asas jujur dan adil

tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga

berlaku bagi penyelenggara pemilihan. Maka menurut

Mahkamah harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS

10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Berdasarkan

pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya

pemalsuan tanda tangan pemilih atas nama Hendra Gunawan dan

Kristian Setiadi di TPS 1 0 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal

oleh penyelenggara Pemilihan adalah beralasan menurut hukum;"

15.Dengan demikian, demi menjunjung integritas dan

terselenggaranya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,

serta menjaga kemurnian dan legitimasi pemilihan kepala daerah

tahun 2024, maka sangat beralasan menurut hukum untuk

Mahkamah menyatakan untuk melakukan pemungutan suara

ulang Pemilihan W alikota dan Wakil W alikota Kota Makassar

Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara, di seluruh

Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar.
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5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota

PPK yang baru di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan

koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam

rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan

supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Makassar dalam

rangka pelaksanaan amar putusan ini;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta

jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

da� Kepolisian Resor Kota Makassar beserta jajarannya, untuk

melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam

Pemilihan W alikota dan W akil W alikota Kota Makassar sesuai dengan

kewenangannya.

9. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk

melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
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